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ABSTRAK 

 

Hukum Waris adalah hukum yang mengatur mengenai apa yang terjadi dengan 
harta kekayaan seseorang yang telah meninggal. Salah satu penyebab lahirnya waris 
adalah terjadinya kematian yang menimbulkan akibat hukum mengenai hak-hak 
dan kewajiban pewaris ke ahli waris berupa materil dan immaterial. Pada pokok 
permasalahan yang pertama (1) Bagaimana pembagian harta waris Almarhum Pan 
Kepur Alias I Nyoman Ampug kepada Ahli waris Menurut Hukum Adat Bali? (2) 
Apakah Isi Amar putusan Pengadilan Negeri Nomor 7/PDT.G/ 2012/PN.SP tentang 
pembagian harta warisan Almarhum Pan Kepur kepada ahli waris sudah sesuai atau 
tidak menurut hukum Adat Bali? Untuk menjawab pokok permasalahan tersebut di 
analisis secara deskriptif. Berdasarkan hasil analisis pada masyarakat yang 
menganut sistem kekeluargaan patrilineal, anak laki-laki adalah pihak yang berhak 
untuk menerima warisan. Dengan mengacu pada Keputusan Pasamuan Agung III 
Majelis Utama Desa Pakraman (MUDP) Nomor 01/KEP/PSM-03/MDP tentang 
hasil-hasil Pasamuan Agung III MUDP Bali tanggal 15 Oktober 2010, bahwa janda 
mempunyai kedudukan yang sama dengan suaminya terhadap harta gunakaya atau 
harta bersama peninggalan almarum suaminya, namun hanya untuk menguasai dan 
menikmati harta gunakaya itu secara terbatas demi kepentingan dirinya dan 
keluarganya, bukan ahli waris. Didalam Putusan Pengadilan Negeri Nomor 
7/PDT.G/ 2012/PN.SP ini telah sesuai dengan sistem pewarisan hukum adat Bali 
yang sesungguhnya, karena kehidupan masyarakat bali yang sangat erat kaitannya 
dengan agama hindu sebagai mayorat agama di Bali. 
  
Kata Kunci: Pembagian Waris Menurut Hukum Waris Adat Bali 
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A. PENDAHULUAN 

1. Latar Belakang 

 Bali adalah suatu pulau yang ada di Indonesia yang masyarakatnya masih 

memegang teguh tradisi adat istiadat dan masih kental dengan hukum adat. Adat 

istiadat memiliki pengaruh yang sangat kuat dalam kehidupan masyarakat Bali. 

Pengaruh yang sangat kuat tersebut, tercermin dalam berbagai aspek kehidupan 

masyarakat, seperti jika ada peristiwa kelahiran anak, metata (potong gigi), prosesi 

suatu kematian, dan lain-lain. 

 Hukum adat Bali tumbuh dan berkembang sejalan dengan kesadaran hukum 

yang di memiliki setiap anggota masyarakat yang bersifat tidak tertulis. Tetapi 

hukum adat Bali berasal dari suatu kebiasaan, terus-menerus (turun-temurun), yang 

mempunyai sanksi, yang tidak dibukukan dan bersifat ditaatin secara turun-

temurun (sima). Sima itu sendiri dapat dilihat dan dimengerti dalam gambaran 

tingkah laki kelompok masyarakat itu, sebagai batasan terhadap tingkah hidup yang 

dilaksanakan sebagai pegangan kepatutan tanpa adanya suatu paksaan dari 

siapapun juga. 

Hukum waris di Indonesia bersifat majemuk, kemajemukan ini terjadi 

karena di Indonesia belum mempunyai Undang-undang Hukum Waris 

Nasional yang berlaku bagi seluruh rakyat Indonesia. Membahas mengenai 

hukum kewarisan tidak lepas membahas mengenai hukum perkawinan, 

karena unsur dari hukum waris dalah adanya orang yang meninggal dunia 

yang dikenal dengan pewaris, adanya orang yang hidup terlama dikenal 

dengan pewaris dan adanya harta warisan. Orang desebut sebagai ahli waris 

adalah karena adanya hubungan perkawinan dan hubungan darah.1 

Sistem kewarisan adat di Indonesia ada tiga macam, yaitu sistem 

kewarisan kolektif, sistem kewarisan mayorat, dan sistem kewarisan 

individual. 

 

 
1 Kedudukan Hak Mewaris Wanita Hindu dalam Sistem Hukum Adat Waris di Bali: 

https://media.neliti.com/media/publication/35307-ID-kedudukan-hak-mewaris-wanita-hindu-
dalam-sistem-hukum-adat-waris-di-bali.pdf (11 Desember 2019). 

https://media.neliti.com/media/publication/35307-ID-kedudukan-hak-mewaris-wanita-hindu-dalam-sistem-hukum-adat-waris-di-bali.pdf%20(11
https://media.neliti.com/media/publication/35307-ID-kedudukan-hak-mewaris-wanita-hindu-dalam-sistem-hukum-adat-waris-di-bali.pdf%20(11
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a. Sistem Kewarisan kolektif 

Sistem pewarisan dimana harta peninggalan diteruskan dan dialihkan 

pemilikannya dari pewaris kepada waris sebagai kesatuan yang tidak 

terbagi-bagi penguasaan dan pemilikannya, melainkan setiap waris berhak 

untuk mengusahakan menggunakan atau mendapat hasil dari harta 

peninggalan itu. 

b. Sistem Kewarisan Mayorat 

Sistem pewarisan mayorat sesungguhnya adalah juga merupakan sistem 

pewarisan kolektif, hanya penerusan dan pengalihan hak penguasaan atas 

harta yang tidak terbagi-bagi itu dilimpahkan kepada anak tertua yang 

bertugas sebagai pemimpin rumah tangga atau kepala keluarga 

menggantikan kedudukan ayah atau ibu sebagai kepala keluarga. 

Sistem mayorat ini ada 2 (dua) macam dikarenakan perbedaan sistem 

keturunan yang dianut, yaitu: 

a. Mayorat Laki-laki 

b. Mayorat Perempuan 

c. Sistem Kewarisan Individual 

Sistem pewarisan individual atau perseorangan adalah sistem pewarisan 

dimana setiap waris mendapatkan pembagian untuk dapat menguasai dan atau 

memiliki harta warisan menurut bagiannya masing-masing. 

Adat Bali menganut sistem kewarisan mayorat karena menganut sistem 

patrilineal yaitu ahli waris yang diutamakan laki-laki. 

Perbedaan tersebut dikarenakan banyaknya suku dan kelompok etnis di 

Indonesia yang mana memiliki sistem kekerabatan yang berbeda-beda pula 

dan sistem kekerabatan tersebut mempengaruhi dalam pembagian waris 

menurut adat. Sistem kekerabatan di Indonesia menurut hukum adat dibagi 

menjadi 3 yaitu:2 

 
2 Elfrida Gultom, Hukum Waris Adat di Indonesia, (Jakarta: Literata Jendela Dunia Ilmu, 2010), 

h.35. 
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a. Sistem Patrilineal adalah Sistem Kekerabatan yang menarik dari garis 

keturunan bapak. Penerus dalam keturunan dalam sistem ini yaitu anak 

laki-laki. Jadi, jika dalam suatu keluarga tersebut tidak mempunyai anak 

laki-laki maka garis keturunan tersebut dianggap punah. Sistem 

kekerabatan ini dianut oleh Batak, Masyarakat Nias, Timor, Lampung, 

Bali, Maluku, Gayo, dan lain-lain. 

b. Sistem Matrilineal adalah Sistem Kekerabatan yang di menarik dari garis 

keturunan Ibu yakni saudara laki-laki dan saudara perempuan, nenek 

beserta saudara-saudaranya, baik laki-laki maupun perempuan. Sistem 

Kekerabatan ini dianut oleh Minangkabau. 

c. Sistem Perental adalah Sistem Kekerabatan ini sering juga disebut sebagai 

Sistem Bilateral. Dalam sistem ini menarik garis kekerabatan dari bapak 

maupun garis ibu. Sistem Kekerabatan ini dianut di Jawa, Riau, Aceh, 

Kalimantan, Sumatera Selatan, Ternate dan Lombok. 

Dalam adat Bali menganut sistem kekerabatan Patrilineal, yang artinya di 

daerah Bali sistem kekerabatannya menarik garis keturunan Bapak/Laki-laki. 

Oleh karena itu, kedudukan anak perempuan dan janda bukanlah merupakan 

ahli waris, akan tetapi mereka berhak menikmati atas bagian dari harta 

warisan selama tidak terputus haknya. 

Adapun pembagian harta warisan berdasarkan hukum adat Bali:3 

a. Harta pusaka adalah harta yang mempunyai nilai magis religius dan 

lazimnya tidak dibagi-bagi. Proses pewarisannya dipertahankan di 

lingkungan keluarga secara utuh dan turun temurun jangan sampai keluar 

dari lingkungan keluarga.  

b. Harta bawaan adalah harta warisan yang asalnya bukan didapat karena 

jerih bekerja sendiri dalam perkawinan melainkan merupakan pemberian 

karena hubungan cinta kasih, balas jasa atau karena sesuatu tujuan. 

Harta bawaan terdiri dari: 

 
3 Sistem & Jenis Pewarisan (Waris) dalam Hukum Waris Adat Bali: 

https://www.komangputra.com/pewarisan-hukum-waris-adat-bali.html (12 Desember 2019). 

https://www.komangputra.com/pewarisan-hukum-waris-adat-bali.html
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1) Harta Akas kaya yaitu harta yang diperoleh suami/istri masing-masing 

atas jerih payah sendiri sebelum masuk jenjang perkawinan.setelah 

kawin dan mereka hidup rukun sebagai suami istri, maka harta akas ini 

jadi bersama/druwe gabro. 

2) Harta Jiwa Dana yaitu pemberian secara tulus ikhlas dari orang tua 

kepada anaknya baik laki-laki maupun perempuan sebelum masuk 

perkawinan. Pemberian jiwa dana ini bersifat mutlak dan berlaku 

seketika, ini berarti bahwa penerima jiwa dana dapat 

memindahtangankan harta tersebut tanpa meminta izin dari saudara-

saudaranya. Begitu pula apabila anak perempuan yang kawin kelua, 

istri yang cerai dari suaminya, ia tetap berhak membawanharta jiwa 

dana tersebut. 

c. Harta bersama adalah harta yang diperoleh suami istri dalam perkawinan. 

Harta bersama menurut hukum adat Bali disebut harta druwe gabro.  

Harta warisan harus dibagikan sesuai dengan peraturan hukum adat Bali 

setiap pembagiannya berbeda-beda maka ketentuan bagi anak perempuan dan 

janda yang melakukan pelanggaran dan melakukan yang seharusnya dilarang 

dalam hukum adat Bali dan apabila dilanggar maka hartanya tidak berhak 

diberikan kepada anak perempuan dan janda, maka hal-hal ini yang tidak 

boleh dilakukan. 

Kehilangan menikmati dari harta warisan itu terjadi apabila anak 

perempuan yaitu: 

a. Kawin keluar, dan 

b. Dipecat sebagai anak oleh orang tuanya. 

Sedangkan bagi janda yang kehilangan menikmati dari harta warisan 

apabila janda yaitu: 

a. Berzinah, dan 

b. Kawin lagi.4 

 
4 I Ketut Sudantra, I Made Walesa Putra, Yuwono. Aspek-aspek Hukum Keluarga Dalam Awig-

Awig Desa Pakraman. Jurnal Magister Hukum Udayana, 2016, Vol.5, No. 1:43-58, ojs.unud.ac.id 



Page | 6  
 

Dalam hukum waris adat Bali, kedudukan perempuan bukanlah ahli waris. 

Artinya, dalam hal pembagian harta waris perempuan tidak mendapatkan 

bagian warisan, tetapi dalam hal ini perempuan baik itu anak atau janda dari 

pewaris selama dia belum kawin keluar berhak mendapatkan hasil dari tanah 

atau warisan yang ditinggalkan oleh pewaris. Akan tetapi jika seorang janda 

melakukan pelanggaran yaitu berzinah, kawin lain, menghambur-hamburkan 

kekayaan suami maka ia sudah melanngar dharmanya sebagai janda, sehingga 

keluarga berhak menegur untuk mengingatkan agar janda tidak berbuat 

demikian.  

Berdasarkan hal tersebut di atas, penulis tertarik untuk mengkaji kasus 

gugatan waris yang terjadi di Bali, dengan mengacu pada Putusan Pengadilan 

Negeri Nomor: 7/PDT.G/2012/PN.SP. Penjelasan singkatnya mengenai 

perkara tersebut adalah sebagai berikut, NI Wayan Rasna sebagai Penggugat 

melawan I Wayan Radja sebagai Tergugat (suami Almarhumah Ni Wayan 

Kamas). Dalam perkara bahwa Almarhum Pan Kasur alias I Nyoman Ampug 

sebagai Pewaris menikah mempunyai 2 (dua) orang istri yaitu Almarhumah 

Ni Nengah Sempyur dan Ni Wayan Rasna (penggugat). Dalam perkawinan 

Almarhum Pan Kepur alias I Nyoman Ampug (Pewaris) dengan Ni Nengah 

Sempyur mempunyai seorang anak yang bernama Ni Wayan Kamas (telah 

meninggal dan kawin keluar). Setelah Ni Nengah Sempyur meninggal tahun 

1960, kemudian Almarhum Pan Kepur alias I Nyoman Ampug kawin lagi 

dengan N Wayan Rasna yaitu Penggugat dan dalam perkawinannya tidak 

mempunyai keturunan. Almarhum Pan Kepur alias I Nyoman Ampug 

meninggalkan tanah sawah asal dapat membeli dari Men Sedani istri dari I 

Nyoman Koyog dari Banjar Beneng Desa Getakan, Kecamatan 

Banjarangkan, Kabupaten Klungkung, tanah tersebut terletak di Subak Pau 

Desa Tihingan, Kecamatan Banjarangkan, Kabupaten Klungkung dengan 

luas 1475 M2 sertifikat Hak Milik No. 184 atas nama Pan Kepur. Pada tahun 

2008 suami Penggugat yaitu Pan Kepur alias I Nyoman Ampug meninggal 

dunia, karena Penggugat sebagi janda dari Almarhum Pan Kepur dalam 

perkawinannya tidak mempunyai anak, maka Penggugat berhak menikmati 



Page | 7  
 

tanah sengketa. Akan tetapi tanah sengketa peninggalan Almarhum Pan 

Kepur Alias I Nyoman Ampug bahwa tanah sengketa yang dipegang, 

dikuasai dan dihasili oleh Tergugat tanpa alas hak dan melawan hukum. 

 

B. METODE PENELITIAN 

Penulisan penelitian dalam bentuk skripsi ini digunakan metode sebagai berikut: 

1. Objek Penelitian 

Merupakan suatu penelitian Yuridis Normatif, maka penelitian ini berbasis pada 

norma hukum. 

2. Tipe Dan Sifat Penelitian 

Tipe penelitian yang digunakan adalah suatu penelitian hukum normatif 

(normative law research) dimana dalam penelitian ini dilakukan identifikasi 

terhadap hukum yang berlaku ataupun terhadap pelaksanaannya di dalam 

masyarakat. Dengan demikian objek yang dianalisis adalah Putusan 

Pengadilan Negeri Nomor 7/PDT.G/2012/PN.SP.5 

3. Data Dan Sumber Data 

Dalam penelitian dibedakan antara data yang diperoleh langsung dari 

masyarakat dan dari bahan pustaka. Yang pertama disebut data primer atau 

data besar dan yang kedua dinamakan data sekunder.6 

a. Bahan Hukum Primer, yaitu bahan-bahan hukum yang sifatnya mengikat 

yakni dengan menggunakan aturan Hukum Adat Bali Putusan Pengadilan 

Negeri Nomor 7/PDT.G/2012/PN.SP. 

b. Bahan Hukum Sekunder, yang memberikan penjelasan diantaranya: 

Bahan-bahan kepustakaan, bahan-bahan perkuliahan, artikel dari internet 

serta buku-buku lain tentang Hukum Waris Adat. Untuk melengkapi 

informasi tentang pembagian waris di Bali. 

4. Pengumpulan Data 

Pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan yang dilakukan di 

beberapa tempat, seperti perpustakaan Universitas Indonesia, perpustakaan 

 
5 Ibid., h. 51. 
6 Ibid., h. 11. 
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Universitas Trisakti, buku-buku mengenai waris adat, maupun mengakses 

data dari internet. Selain itu dilakukan pengumpulan informasi melalui 

wawancara. 

5. Analisis Data 

Data hasil penelitian ini akan dianalisis secara kualitatif yang berarti 

bertujuan untuk mendapatkan sebuah hasil tinjauan atas penelitian yang dapat 

dipertanggungjawabkan secara ilmiah. 

6. Cara Penarikan Kesimpulan 

Pengambilan kesimpulan dilakukan dengan menggunakan logika deduktif. 

 

C. PEMBAHASAN DAN HASIL PENELITIAN 

1. Pembagian Harta Warisan Menurut Hukum Waris Adat Bali 

Sistem kekerabatan di Bali pada prinsipnya adalah sistem yang menarik 

garis keturunan dari pihak ayah atau garis keturunan pihak laki-laki. Dalam 

sistem ini seorang istri oleh karena perkawinannya akan dilepaskan dari 

hubungan kekerabatan orang tuanya, nenek moyangnya, saudaranya 

sekandung dan semua kerabatnya.  

Dalam susunan masyarakat patrilinial ini yang berhak dan dapat menerima 

warisan adalah hanya anak laki-laki, sedang anak perempuan tidak 

berhak/dapat menerima warisan karena dengan perkawinannya tersebut dia 

sudah keluar dari kerabatnya, sehingga tidak perlu menerima harta warisan. 

Hal ini berbeda dengan anak laki-laki yang dianggap lebih berhak menerima 

warisan karena dia harus membayar apabila mau melamar calon istrinya 

kepada kerabat calon istrinya dan untuk seterusnya dia bertanggung jawab 

sepenuhnya atas kehidupan dan penghidupan dari anak dan istrinya. Jadi 

kalau kita lihat dari satu sisi keadilan, khususnya dalam hal kedudukan antara 

laki-laki dan wanita terlebih pada zaman/era modernisasi dan emansipasi 

sekarang ini hal tersebut dianggap tidak cocok dan sesuai lagi. Tetapi kalau 

kita lihat latar belakang ataupun alasan dari perbedaan perlakuan atau 

diskriminasi terhadap anak perempuan tersebut maka kita akan dapat 

memaklumi.  
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Janda di masyarakat Bali bentuk perkawinannya memakai jujur, setelah 

suaminya meninggal dunia isteri (janda) tetap berkedudukan ditempat kerabat 

suaminya. Janda berhak menikmati harta kekayaan yang ditinggal suaminya, 

walaupun janda bukan ahli waris dari suaminya. Kedudukan janda baik yang 

mempunyai keturunan dengan suaminya maupun yang tidak mempunyai 

keturunan sama saja, ia tidak boleh kembali lagi pada kerabat asalnya dan 

janda tidak bebas melakukan sikap tindakannya, oleh karena segala 

sesuatunya harus mendapat persetujuan dari pihak kerabat suaminya. 

Masyarakat adat Bali, seorang janda almarhum suaminya.7 Menurut hukum 

adat waris Bali, janda hanya berhak menikmati atas harta peninggalan 

almarhum suaminya dengan syarat harus tetap setia melaksanakan dharma 

baktinya seorang janda dengan tidak berkelakuan tercela, tidak kawin lagi dan 

tidak melakukan perzinahan dengan orang lain 

Janda yang mampu dan berusaha berbuat demikian adalah janda yang telah 

menjalankan serta dharmanya sebagai janda, sehingga ia harus diperlakukan 

dengan baik oleh seluruh keluarga. Dalam batas-batas ini, janda adalah 

berhak sepenuhnya untuk menikmati kekayaan almarhum untuk kepentingan 

kelanjutan hidupnya. Sedang dalam hal tersebut untuk kepentingan keluarga 

dan almarhum maka janda juga berhak atas seijin keluarga terdekat untuk 

menjual harta yang ada untuk kepentingan keluarga seperti kepentingan pura, 

pengabenan dan lain-lain. 

Secara umum menurut ketentuan hukum waris adat bahwa untuk 

menentukan siapa yang menjadi ahli waris digunakan dua garis pokok 

keutamaan dan garis pokok penggantian. Garis pokok keutamaan merupakan 

golongan yang satu lebih diutamakan yaitu yang pertama adalah keturunan 

pewaris (anak-anak pewaris), yang kedua orang tua pewaris, yang ketiga 

saudara pewaris beserta keturunanyadan yang keempat kakek nenek pewaris. 

Adapun garis pokok penggantian merupakan garis hukum yang bertujuan 

untuk menentukan siapakah di antara orang di dalam kelompok keutamaan 

 
7 I Ketut Sujana wawancara ketua majelis alit desa pakraman (MADP) kecamatan selemadeg 

desa kabupaten Tabanan, Jakarta, 2 juli 2016. 
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tertentu. Karena garis hukumnya menyatakan bahwa janda bukan ahli waris 

(almarhum) suaminya. Sehingga dapat disimpulkan sebagai berikut: 

a. Janda berhak akan jaminan nafkah seumur hidupnya, baik dari barang 

gono gini maupun dari hasil barang asal suami, jangan sampai terlantar 

selanjutnya sesudah suaminya meninggal dunia; 

b. Janda berhak menguasai harta peninggalan suaminya, untuk menarik 

penghasilan dari barang-barang itu, lebih-lebih jika mempunyai anak. 

Harta itu tetap merupakan kesatuan di bawah asuhan yang tidak dibagi-

bagi; 

c. Janda berhak menahan barang asal suaminya, jikalau dan sekedar harta 

selama barang asal itu sungguh-sungguh diperlukan olehnya, untuk 

keperluan nafkahnya. 

Dalam keputusan MUDP Bali No. 1/kep./Psm-3/MDPBali/X2010 tentang 

hasil-hasil Pasamuan Agung III MUDP Bali mengenai kedudukan suami istri 

terhadap harta pusaka dan harta guna karya di tentukan sebagi berikut: 

a. Suami dan istrinya serta saudara laki-laki dan istrinya, mempunyai 

kedudukan yang sama dalam usaha untuk menjamin bahwa harta pusaka 

dapat diteruskan kepada anak dan cucunya untuk memelihara atau 

melestarikan warisan immateriil. 

b. Selama dalam perkawinan, suami dan istrinya mempunyai kedudukan 

yang sama terhadap harta guna kaya-nya (harta yang diperoleh selama 

status perkawinan). 

c. Anak kandung (laki-laki dan perempuan) serta anak angkat (laki-laki dan 

perempuan) yang belum kawin pada dasarnya mempunyai kedudukan 

yang sama terhadap harta guna kaya orang tuanya. 

d. Anak kandung (laki-laki dan perempuan) serta anak angkat (laki-laki dan 

perempuan) berhak atas harta guna kaya orang tuanya, sesudah dikurangi 

sepertiga sebagai druwe tengah (harta bersama), yang dikuasai (bukan 

dimilki) oleh anak yang nguwubang (melanjutkan swadharma atau 

tanggung jawab) orang tuanya. 
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e. Anak yang berstatus kepurusa berhak atas satu bagian harta warisan, 

sedangkan yang berstatus predana/ninggalin kedaton terbatas berhak atas 

sebagian atau setengah dari harta warisan yang diterima oleh anak yang 

berstatus kepurusa. 

f. Dalam hal pembagian warisan, anak yang masih dalam kandungan 

mempunyai hak yang sama dengan anak yang sudah lahir, sepanjang dia 

dilahirkan hidup. 

g. Anak yang ninggalin kedaton penuh tidak berhak atas warisan, tetapi dapat 

diberi bekal (jiwadana) orang tuanya dari harta guna kaya tanpa 

merugikan ahli waris. 

 

2. Analisis Terhadap Hakim Pengadilan Negeri Sudah Tepat atau Tidak 

Dalam Putusan Pengadilan Negeri Nomor 7/PDT.G/2012/PN.SP 

Berdasarkan amar putusan Pengadilan Negeri Semarapra dalam 

memutuskan perkara nomor 7/PDT.G/2012/PN.SP tentang Pembagian 

Warisan di Bali sebagai berikut : 

a. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian ;  

b. Menyatakan tanah sengketa sertifikat Hak Milik No. 184 Desa Tihingan 

atas nama Pan Kepur dengan batas-batas :  

1) Sebelah Utara  : tanah Pan Nungkrig ;  

2) Sebelah Timur  : tanah Pan Giarta ;  

3) Sebelah Selatan  : tanah Pan Suwati dan Pan Ramis ;  

4) Sebelah Barat  : jalan subak ; 

Adalah tanah milik Pan Kepur alias I Nyoman Ampug ; 

c. Menyatakan Penggugat Ni Wayan Rasna adalah janda dan ahli waris satu-

satunya dari Pan Kepur yang berhak atas tanah sengketa;  

d. Menyatakan Tergugat memegang, menguasai dan memetik hasil dari tanah 

sengketa beserta sertifikat hak milik No. 184 Desa Tihingan atas nama Pan 

Kepur dan Akta Jual Beli No. 13 / Klk.Y/II/1986 antara Men Sedani 

dengan Pan Kepur tanggal 19 Pebruari 1986 sebagai perbuatan melawan 

hukum ;  
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e. Menghukum Tergugat atau siapa saja yang mendapat hak daripadanya 

untuk menyerahkan tanah sengketa beserta sertifikat Hak Milik No. 184 

Desa Tihingan atas nama Pan Kepur dan Akta Jual beli No. 13 / 

Klk.Y/II/1986 antara Men Sedani dengan Pan Kepur tanggal 19 Pebruari 

1986 tersebut kepada Penggugat dalam keadaan aman dan tulus iklas dan 

bila perlu dengan bantuan polisi ;  

f. Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa (dwangzoom) sebesar 

Rp. 500.000,- (lima ratus riibu rupiah), untuk setiap hari keterlambatan 

menyerahkan tanah sengketa beserta sertifikat Hak Milik No. 184 Desa 

Tihingan atas nama Pan Kepur dan Akta Jual Beli No. 13 / Klk.Y/II/1986 

antara Men Sedani dengan Pan Kepur tanggal 19 Pebruari 1986 tersebut 

kepada Penggugat, terhitung sejak putusan ini mempunyai kekuatan 

hukum tetap ;  

g. Menolak gugatan Penggugat yang lain dan selebihnya ;  

h. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 

241.000,- (dua ratus empat puluh satu ribu rupiah) 

Bahwa berdasarkan pada putusan, permasalahan waris muncul antara dua 

orang yaitu Ni Wayan Rasna dan I Wayan Radia. Berdasarkan pada silsilah 

keluarga Ni Wayan Rasna merupakan istri kedua dari almarhum Pan Kepur 

alias I Nyoman Ampug, sedangkan I Wayan Radia merupakan menantu dari 

almarhum Pan Kepur alias I Nyoman Ampug. Bahwa pada waktu suami 

penggugat Pan Kepur alias I Nyoman Ampug masih hidup, oleh Pan Kepur 

tanah sengketa diijinkan untuk dikerjakan oleh tergugat sebagai penggarap, 

dan setelah Pan Kepur meninggal pada tahun 2008, penggugat sebagai janda 

dari almarhum Pan Kepur, tanah sengketa tersebut penggugat minta kepada 

tergugat untuk dikerjakan dan dihasili untuk kepentingan hidup penggugat, 

namun tergugat tidak memberikan dengan berbagai alasan. Selain tanah 

sengketa yang dipegang, dikuasai dan dihasili oleh tergugat, dan tergugat juga 

memegang dan menguasai Akte Jual Beli No. 13/Klk.Y/II/1986 tanggal 19 

februari 1986 termasuk sertifikat Hak Milik No. 184 tanah sengketa atas nama 

Pan Kepur yaitu suami penggugat dengan maksud untuk memindah 
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tangankan tanah sengketa, tetapi penggugat tidak mengijinkan maka sampai 

sekarang akta jual beli berikut sertifikat Hak Milik no. 184 tanah sengketa 

dipegang dan dikuasai oleh tergugat tanpa alas hak dan melawan hukum. 

Maka seharusnya hasil tanah tersebut yang sebagai objek tanah sengketa 

yang di nikmati oleh Penggugat sebagai Janda pewaris dan hingga saat ini 

masih menjalankan dharmanya sebagai seorang janda menurut Hukum Waris 

Adat Bali sehingga Ni Wayan Rasna berhak menikmati hasil tanah dari 

peninggalan suaminya untuk bekal hidupnya selama menjadi Janda. 

Apabila hal ini dikaitkan dengan Keputusan MUDP Bali yang dimana 

keputusan ini dapat dipakai sebagai pedoman oleh para penegak hukum 

(hakim) maupun para penegak hukum adat (prajuru) warisan almarhum Pan 

Kepur alias I Nyoman Ampug mengenai masalah warisan. Dalam hal ini 

pembagian warisan almarhum Pan Kepur alias I Nyoman Ampug yaitu tanah 

sengketa didalam amar putusan tersebut peneliti sependapat karena anak 

perempuan yang telah kawin keluar yaitu Ni Wayan Kamas menikah dengan 

I Wayan Radia, maka I Wayan Radia tidak berhak mendapatkan harta warisan 

atau tidak berhak menjadi ahli waris yang sah dan tidak berhak menguasai 

tanah sengketa milik almarhum Pan Kepur alias I Nyoman Ampug. 

Jadi, dapat di simpulkan bahwa yang merupakan ahli waris yang sah dan 

pembagian pada tanah sengketa tersebut adalah: 

a. Ni Wayan Rasna (istri pewaris) selaku janda dan ahli waris satu-satunya 

dari Pan Kepur alias I Nyoman Ampug yang berhak atas tanah sengketa. 

Tanah sengketa beserta sertifikat Hak Milik No 184 Desa Tihingan atas 

nama Pan Kepur dan Akta Jual Beli No. 13/Klk.Y/II/1986. 

 

 

 

 

D. PENUTUP 

1. Kesimpulan 
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a. Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan sebagaimana yang telah 

dipaparkan diatas, berikut ini merupakan kesimpulan yang dapat 

menjawab rumusan masalah dalam skripsi ini, yaitu kedudukan janda 

terhadap harta bersama berdasarkan hukum waris adat Bali tidak lain 

adalah janda yang berhak menikmati harta bersama peninggalan almarhum 

suaminya demi kepentingan diri sendiri dan keluarganya, dengan batas-

batas janda tersebut adalah janda yang melaksanakan dharmanya sebagai 

janda, dan selama dia tidak menikah lagi, berbuat zinah dan menghambur-

hamburkan kekayaan suaminya, dengan mengacu pada Keputusan 

Pasamuan Agung III Majelis Utama Desa Pakraman (MUDP) Nomor 

01/KEP/PSM-03/MDP tentang hasil-hasil Pasamuan Agung III MUDP 

Bali tanggal 15 Oktober 2010, bahwa janda mempunyai kedudukan yang 

sama dengan suaminya terhadap harta gunakaya atau harta bersama 

peninggalan almarum suaminya, namun hanya untuk menguasai dan 

menikmati harta gunakaya itu secara terbatas demi kepentingan dirinya 

dan keluarganya, bukan ahli waris. 

Sedangkan, menurut hukum adat Bali anak perempuan yang telah kawin 

keluar harus mengikuti kerabat suaminya maka Ni Wayan Kamas yang 

telah kawin keluar dengan dengan I Wayan Radia, maka I Wayan Radia 

tidak berhak mendapatkan harta warisan atau tidak berhak menjadi ahli 

waris yang sah dan tidak berhak menguasai tanah sengketa milik 

almarhum Pan Kepur alias I Nyoman Ampug. 

b. Berdasarkan Keputusan Pasamuan Agung III Majelis Utama Desa 

Pakraman (MUDP) Nomor 01/KEP/PSM-03/MDP tentang hasil-hasil 

Pasamuan Agung III MUDP Bali tanggal 15 Oktober 2010, Didalam 

Putusan Nomor 7/PDT.G/ 2012/PN.SP amar ini telah sesuai dengan sistem 

pewarisan hukum adat bali yang sesungguhnya, karena kehidupan 

masyarakat bali yang sangat erat kaitannya dengan agama hindu sebagai 

mayorat agama di Bali. 

2. Saran 
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a. Agar tidak terjadi konflik dan tidak terjadi perbedaan pandangan di 

kalangan hakim, praktisi, apatur desa, maupun pejabat terkait diperlukan 

sosialisasi oleh para akademisi, Bendesa Adat, Majelis Utama Desa 

Pakraman, Pemerintah Daerah kepada masyarakat adat Bali tentang 

kedudukan janda. 

b. Oleh karena corak hukum adat yang terbuka yang artinya masyarakat 

hukum adat bersifat terbuka dan harus bersikap aktif terhadap perubahan-

perubahan apa saja yang terjadi di dalam perkembangan hukum adat itu 

sendiri, sehingga tidak terjadi konflik. 

c. Para janda di Bali memang seharusnya mendapatkan hak untuk menikmati 

harta peninggalan suami. Oleh karenanya janda harus memahami dalam 

posisi sebagai janda agar janda mendapatkan hak dan kewajiban dalam 

tanggungjawab untuk membesarkan anak dan membimbingan anak hingga 

dewasa, membiayai sekolah hingga kuliah, dan memenuhi kebutuhan 

sehari-hari. 
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